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1. PENDAHULUAN

Pajak dan retribusi daerah merupakan pilar krusial dalam struktur penerimaan daerah yang
berfungsi meningkatkan kemandirian finansial pemerintah daerah. Sejalan dengan amanat otonomi
daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan wewenang penuh untuk menggali serta
mengelola potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara mandiri. Salah satu instrumen PAD yang
memiliki potensi strategis namun sering kali menghadapi tantangan optimalisasi adalah Retribusi Jasa
Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah tidak
hanya dituntut untuk memaksimalkan penerimaan tersebut, melainkan juga wajib menyelenggarakan
tata kelola keuangan yang transparan melalui pencatatan dan pelaporan akuntansi yang akuntabel
sesuai dengan regulasi yang berlaku (Halim, Abdul, 2014)

Fenomena yang mendasari penelitian ini adalah fluktuasi signifikan dan tidak tercapainya target
realisasi anggaran pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disparbudpora)
Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), realisasi pendapatan Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olahraga pada tahun 2023 hanya mencapai 18,3% (Rp9.150.000,-) dari target yang
ditetapkan. Meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 57,09% dan tahun 2025 sebesar
79,55%, kinerja pemungutan ini dinilai belum efektif karena belum pernah menyentuh angka 100%.
Kondisi fluktuatif ini sejalan dengan tren realisasi retribusi di tingkat Provinsi Riau yang juga berada
di kisaran 48% hingga 58% pada periode yang sama. Penurunan dan ketidakefektifan ini diduga dipicu
oleh kontraksi ekonomi pasca-pandemi yang menurunkan daya beli masyarakat serta penempatan
Aparatur Sipil Negara (ASN) pengelola retribusi yang belum sepenuhnya selaras dengan kompetensi
bidangnya.

Dari perspektif regulasi akuntansi, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010
mengamanatkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual bagi setiap entitas
publik. Penerapan basis akrual pada Laporan Operasional (LO) mewajibkan pendapatan diakui saat
timbulnya hak atas pendapatan, tanpa mengabaikan azas bruto dalam pembukuannya (Mardiasmo,
2018). Sementara itu, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tetap disajikan menggunakan basis kas.
Ketepatan dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi ini menjadi indikator utama
dalam menguji kualitas laporan keuangan daerah (Mahmudi, 2019). Secara administratif, Kabupaten
Bengkalis memiliki rekam jejak prestasi yang impresif dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) sebanyak 10 kali berturut-turut dari BPK-RI (2013-2024) serta predikat sebagai daerah dengan
realisasi pendapatan tertinggi kedua se-Indonesia pada tahun 2021. Kendati demikian, pencapaian
makro tersebut perlu diuji secara ilmiah pada level mikro unit kerja pengelola retribusi jasa usaha.

(kesenjangan penelitian) dalam kajian ini terletak pada minimnya literatur yang menguji secara
empiris kesesuaian perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan) atas retribusi
yang memiliki tingkat efektivitas pemungutan yang rendah dan berfluktuasi tajam di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Penelitian terdahulu, seperti oleh Malomis dan Wangkar (2015),
berfokus pada pengakuan pendapatan pihak ketiga melalui official assessment system secara umum.
Namun, analisis spesifik yang mengintegrasikan kendala kompetensi SDM pengelola dengan
kepatuhan terhadap PP Nomor 71 Tahun 2010 pada jenis Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan
Olahraga masih sangat terbatas. Kebaruan (novelty) dari penelitian ini adalah menyajikan analisis
komprehensif mengenai bagaimana sistem pembukuan akrual dan kas diimplementasikan pada objek
pendapatan yang realisasinya jatuh di bawah 20%, di tengah tuntutan mempertahankan opini WTP
instansi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara
mendalam proses pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan akuntansi pendapatan Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Laporan Keuangan Disparbudpora Kabupaten Bengkalis. Lebih
lanjut, penelitian ini mengevaluasi apakah praktik akuntansi yang diterapkan telah sepenuhnya selaras
dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hasil penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah
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dalam pengambilan keputusan strategis dan penataan kompetensi pengelola retribusi pada tahun
anggaran berikutnya.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif untuk menganalisis perlakuan akuntansi
atas penerimaan retribusi daerah secara mendalam, sistematis, dan terstruktur sejak awal perencanaan
hingga penarikan kesimpulan. Fokus utama ditekankan pada pengamatan proses pengakuan,
pengukuran, penyajian, dan pengungkapan objek pendapatan yang berfluktuasi. Lokasi penelitian
bertempat pada salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bengkalis, yaitu Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disparbudpora) yang
beralamat di Jalan Arief Rahman No. 24, Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis.
Waktu pelaksanaan penelitian dan pengumpulan data di lapangan dijadwalkan berlangsung mulai
bulan Februari tahun 2025 hingga seluruh data yang diperlukan terpenuhi.

Sumber data yang digunakan dalam kajian ini meliputi dua jenis data, yaitu data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan berupa informasi
lisan, struktur organisasi, dan gambaran umum tata laksana instansi. Sebaliknya, data sekunder
mencakup dokumen-dokumen formal keuangan yang telah diterbitkan oleh organisasi, secara spesifik
berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Disparbudpora Kabupaten Bengkalis selama tiga tahun
anggaran, yakni periode 2023 sampai dengan 2025. Subjek penelitian atau informan yang dijadikan
narasumber utama dipilih secara purposif untuk mewakili tiga elemen pemangku kepentingan.
Komponen informan tersebut berjumlah total 10 orang, terdiri atas kelompok regulator (Kepala
Dinas/Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT, Kasubbag Keuangan, Bendahara, dan Staf Akuntansi)
dengan masa jabatan di atas 5 tahun; kelompok pelaku usaha (tiga orang wajib retribusi pemilik
Warung Jariah, Warung Niar, dan Warung Sity) yang telah menjalankan usaha di atas 5 tahun; serta
satu orang akademisi yang menguasai bidang ilmu akuntansi sektor publik.

Pengumpulan data lapangan dilakukan secara komprehensif melalui perpaduan empat teknik
utama, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan tinjauan pustaka. Wawancara diterapkan
menggunakan metode bebas terpimpin terhadap para informan kunci pengelola akuntansi serta
pelaku usaha, di mana daftar pertanyaan dikembangkan secara fleksibel sesuai dengan dinamika dan
kondisi faktual di lapangan. Teknik observasi dilaksanakan melalui pengamatan langsung terhadap
proses administrasi, situasi penagihan, serta kendala fisik pemungutan retribusi rekreasi. Metode
dokumentasi ditempuh dengan menghimpun arsip tertulis seperti surat keterangan pendapatan,
dokumen bukti transaksi, buku jurnal, Laporan Operasional (LO), dan Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK). Terakhir, tinjauan pustaka diaplikasikan untuk menelaah teori akuntabilitas, regulasi
akuntansi pemerintah, dan artikel jurnal relevan guna memperkuat kerangka analisis.

Proses pengolahan data mengikuti prosedur analisis deskriptif kualitatif model Miles dan
Huberman, yang mengintegrasikan tiga tahapan aktivitas secara simultan dan berkelanjutan hingga
data mencapai titik jenuh, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap
reduksi data dilakukan dengan memilih, merangkum, memfokuskan, dan mengkodekan berkas
transaksi serta siklus pembukuan yang mendukung topik penelitian. Bukti transaksi diidentifikasi dan
ditelusuri kepatuhannya terhadap prinsip akrual berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan secara naratif dalam
bentuk tabel perbandingan, ilustrasi ayat jurnal penyesuaian, serta visualisasi alur siklus akuntansi
pendapatan-LO untuk mempermudah pemahaman menyeluruh. Tahap akhir adalah penarikan
kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara berkala sejak awal pengumpulan data dengan
mencari pola keajegan, hubungan kesesuaian regulasi, serta kendala kompetensi SDM, yang
diverifikasi menggunakan dokumen pendukung agar menghasilkan kesimpulan yang valid dan
objektif sesuai realitas lapangan.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai organisasi sektor publik di bawah pengelolaan pemerintah daerah, Dinas Pariwisata,
Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Bengkalis dituntut untuk
mengutamakan konsep akuntabilitas publik. Akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban penerima
mandat (agent) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas yang
menggunakan sumber daya publik kepada pemberi mandat (principal) (Mahmudi, 2007). Dalam
konteks organisasi sektor publik, pertanggungjawaban pengelolaan dana tidak hanya ditujukan secara
horizontal dan vertikal kepada masyarakat serta pemerintah, melainkan juga memiliki dimensi
spiritualitas kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pemberi amanah mutlak, sebagaimana
dianalogikan dalam konsep kepemimpinan yang adil dan menjauhi hawa nafsu agar tidak tersesat dari
jalan-jalan kebaikan (Nordiawan, 2006). Akuntabilitas ini diwujudkan melalui transparansi, yakni
penyediaan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik berdasarkan pertimbangan
bahwa masyarakat memiliki hak konstitusional untuk mengetahui jalannya pemerintahan (Mardiasmo,
2018).

Guna mendukung terciptanya akuntabilitas tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah harus
disusun berdasarkan regulasi yang kuat mengenai pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan
ketentuan normatif, pendapatan daerah mencakup semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu
dibayar Kembali (Halim, Abdul, 2014), Struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang
sah. Sebagai salah satu komponen utama, retribusi daerah dipungut sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan (Siahaan, 2016). Berdasarkan Kklasifikasinya, retribusi dibagi
menjadi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi Jasa Usaha
Tempat Rekreasi dan Olahraga yang dikelola oleh Disparbudpora Kabupaten Bengkalis secara hukum
diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2011, yang berfungsi sebagai
instrumen pemanfaatan kekayaan daerah dengan menganut prinsip komersial namun tetap
mengutamakan pelayanan publik.

Dari aspek teknis akuntansi, penyelenggaraan laporan keuangan sektor publik di Indonesia wajib
mematuhi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP). Regulasi ini mewajibkan entitas pemerintah menerapkan SAP berbasis akrual, di mana transaksi
ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan pada saat terjadinya transaksi, tanpa
memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan (Bastian, 2010). Implementasi basis akrual ini
diwujudkan dalam penyusunan Laporan Operasional (LO) dan Neraca. Kendati demikian, untuk
kepentingan pengendalian anggaran, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tetap disusun menggunakan
basis kas, yang berarti pendapatan diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)
atau diterima oleh bendahara penerimaan (Siregar, 2017). Perlakuan akuntansi pendapatan retribusi
daerah secara spesifik meliputi tahapan pengakuan (recognition), pengukuran (measurement), dan
pengungkapan (disclosure). Pengakuan pendapatan LO dilakukan saat timbulnya hak atas pendapatan
(earned) atau adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, sedangkan pendapatan LRA diakui saat kas
diterima. Pengukuran pendapatan dilaksanakan berdasarkan nilai nominal mata uang rupiah yang
diterima atau menjadi hak entitas menggunakan asas bruto, sedangkan pengungkapan disajikan secara
memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK) untuk menjelaskan struktur, kebijakan
akuntansi, dan kendala dalam realisasi pendapatan (Sugiyono, 2014).

Beberapa penelitian terdahulu telah menguji penerapan akuntansi pendapatan dan retribusi pada
berbagai instansi pemerintah dengan temuan yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh (Saerang
and Pontoh, 2016) mengenai akuntansi retribusi daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang
Milik Daerah menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap SAP akrual sangat dipengaruhi oleh kesiapan
infrastruktur sistem informasi akuntansi yang terintegrasi. Sementara itu, (Fajriyah, Lenny Nur, 2019)
yang menganalisis retribusi pemakaian kekayaan daerah menegaskan bahwa pengungkapan dalam
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CaLK sering kali belum optimal ketika realisasi pendapatan mengalami penurunan drastis akibat
faktor eksternal makroekonomi. Penelitian lainnya oleh (Setyawan, 2007) menyoroti pentingnya sistem
pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia dalam meminimalkan kebocoran kas pada
saat pemungutan retribusi pasar secara tunai, yang secara tidak langsung berdampak pada kualitas
pelaporan akuntansi yang disajikan entitas. Berbeda dengan kajian-kajian tersebut, penelitian ini
memfokuskan analisisnya pada kesesuaian perlakuan akuntansi atas objek retribusi jasa usaha rekreasi
yang realisasinya berfluktuasi tajam di bawah target anggaran pada lingkungan pemerintah kabupaten.

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten
Bengkalis merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda,
dan olahraga yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 110 Tahun 2021,
instansi ini menjalankan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyediaan infrastruktur, serta
peningkatan kualitas sumber daya manusia pada rumpun tugasnya. Visi yang diusung selaras dengan
arah pembangunan makro Kabupaten Bengkalis periode 2021-2026, yaitu Terwujudnya Kabupaten
Bengkalis yang Bermarwah, Maju, dan Sejahtera. Untuk merealisasikan visi tersebut, Disparbudpora
menetapkan misi strategis berupa pengelolaan potensi keuangan, sumber daya alam, dan sumber daya
manusia secara efektif melalui penguatan sektor kepariwisataan unggulan serta reformasi birokrasi
tata kelola pemerintahan yang baik. Secara struktural, organisasi ini ditopang oleh Sekretariat
(Subbagian Umum dan Kepegawaian, serta Subbagian Keuangan dan Perlengkapan), Bidang
Pariwisata, Bidang Kebudayaan, Bidang Kepemudaan, Bidang Olahraga, Kelompok Jabatan
Fungsional (JF), serta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di tingkat kecamatan.

Retribution Tariffs and Revenue Realization Trends Sebagai instrumen penggali potensi Pendapatan
Asli Daerah (PAD), pemungutan Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten
Bengkalis secara hukum diatur berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis Nomor 13
Tahun 2011. Struktur tarif retribusi tersebut digolongkan atas klasifikasi lokasi objek wisata dan jangka
waktu pemakaian fasilitas sarana-prasarana.

Tabel I
Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga DISPARBUDPORA Kab. Bengkalis

No. Nama Gol. Tarif Tarif Keterangan
Tempat (Rp.)
L. Tempat Rekreasi :
Pantai Indah Selat Baru Dewasa 3.000,- | Sekali masuk
Anak-Anak 2.000,- | Sekali masuk
II. Sarana Olahraga :
Gedung Olahraga Perkasa Alam Perhari 3.500.000,- | Per Hari
Stadion Sepak Bola Muhammad Ali Perhari 1.500.000,- | Per Hari
Lapangan Golf Lelawangsa 9 Hol 100.000,- | Per Hari
8 Hol 175.000,- | Per Hari
Driving Range 50 Bola 15.000,- | Per Hari
100 Bola 25.000,- | Per Hari
Kolam Renang Dewasa 7.000,- | Per Orang
Anak-Anak 5.000,- | Per Orang
Waterboom Dewasa 10.000,- | Per Orang
Anak-Anak 5.000,- | Per Orang
I11. Sarana dan Prasarana :
Kios/Warung Pantai Indah Selat Baru | Per Bulan 50.000,- | Sewa Per
Bulan
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Berdasarkan data audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Wilayah Riau, realisasi
pendapatan retribusi ini menunjukkan fluktuasi kinerja anggaran yang cukup tajam selama periode
tiga tahun terakhir.

Tabel 2
Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Pada DISPARBUDPORA Kab.
Bengkalis
No. Tahun Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Prosentase
Realisasi (%)

1. 2021 50.000.000,- 9.150.000,- 18,3
2. 2022 300.000.000,- 171.274.000,- 57,09
3. 2023 250.000.0000,- 198.865.000,- 79,55

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran DISPARBUDPORA

Analisis lebih mendalam berdasarkan rincian objek pendapatan menunjukkan bahwa pos tiket
masuk lokasi wisata dan sewa kios warung di Pantai Indah Selat Baru (Kecamatan Bantan) serta Pantai
Tanjung Lapin (Kecamatan Rupat Utara) menjadi penyumbang tunggal PAD. Sebaliknya, untuk
kategori pemakaian sarana dan prasarana olahraga, instansi mencatat belum ada realisasi penerimaan
sama sekali dari target anggaran yang telah ditetapkan (zero realization).

Melalui hasil wawancara yang melibatkan unsur regulator internal, wajib retribusi pelaku usaha,
dan akademisi, terungkap alur tata kelola keuangan yang sesungguhnya di lapangan. Secara
operasional, pemungutan dana retribusi karcis masuk dan sewa kios bulanan senilai Rp50.000,-
dilakukan langsung secara tunai oleh petugas UPT Pengelolaan Wisata Kecamatan, sehingga wajib
retribusi tidak pernah menyetorkan uang secara mandiri langsung ke kas daerah. Dana tunai yang
terkumpul di tingkat UPT tersebut diakumulasikan selama beberapa hari hingga satu minggu, sebelum
diserahkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas disertai dengan bukti kuitansi manual. Berdasarkan
aspek sistem pencatatan akuntansi, Disparbudpora Kabupaten Bengkalis telah mengadopsi Aplikasi
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara penuh sejak tahun 2022. Implementasi ini
menggantikan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang
digunakan pada periode tahun 2021. Melalui SIPD, staf akuntansi menginput data Surat
Pertanggungjawaban (SP]) penerimaan untuk menghasilkan jurnal pembukuan otomatis.

Berdasarkan tinjauan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, perlakuan akuntansi atas retribusi daerah ini secara normatif
telah dianalisis ketaatannya menggunakan matriks kesesuaian. Dari aspek pengukuran, dinas dinilai
patuh karena nilai rupiah yang diakui didasarkan pada perhitungan tarif nominal kuitansi riil mengacu
pada asas bruto. Dari aspek penyajian dan pengungkapan, pos pendapatan retribusi ini telah disajikan
secara berkala pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan dijabarkan penjelasannya pada Catatan
atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian integral laporan keuangan entitas. Namun, temuan
kritis berada pada aspek pengakuan pendapatan. Konsep dasar akrual pada Laporan Operasional (LO)
mewajibkan pendapatan diakui pada saat hak menagih timbul (earned) tanpa bergantung pada
penerimaan kas, yang umumnya ditandai dengan penerbitan dokumen ketetapan resmi seperti Surat
Ketetapan Retribusi (SKR). Di lapangan, Disparbudpora tidak menerbitkan dokumen penetapan
tersebut karena sistem pemungutan didasarkan pada transaksi tunai harian di lokasi. Konsekuensinya,
pengakuan pendapatan LO pada dinas baru dilakukan saat uang tunai diterima dan disahkan oleh
Bendahara Penerimaan. Praktik pengakuan ini pada hakikatnya masih condong menggunakan basis
kas (cash-basis transition) untuk pos Laporan Operasionalnya, namun hal ini dinilai lumrah terjadi
untuk jenis retribusi jasa usaha yang tidak didahului dengan penetapan formal (non-official assessment).

Siklus akuntansi dalam mengolah data transaksi retribusi pada Disparbudpora Kabupaten
Bengkalis dilakukan secara periodik setiap bulan setelah Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi
data laporan pertanggungjawaban UPT sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. Jurnal pembukuan
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ganda diselenggarakan untuk merekam dua peristiwa utama, yaitu saat kas masuk di bendahara
pembantu dan saat penyetoran uang ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Ketika Bendahara
Penerimaan menerima dana setoran dari kepala UPT kecamatan, pencatatan jurnal akuntansi yang
didepositkan ke dalam sistem adalah sebagai berikut:

Table 3
Jurnal Penerimaan Retribusi (2023-2025)DISPARBUDPORA Kab. Bengkalis
Kode Nama Debet Kredit
Rekening Rekening (Rp.) (Rp.)
1.1.01.02.01.0001 Kas di Bendahara Penerimaan 9.150.000,-
4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat 9.150.000,-
Rekreasi dan Olahraga
(Jurnal Saat Bendahara Penerimaan
menerima Retribusi Tahun 2021)
1.1.01.02.01.0001 Kas di Bendahara Penerimaan 171.274.000,-
4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat 171.274.000,-
Rekreasi dan Olahraga
(Jurnal Saat Bendahara Penerimaan
menerima Retribusi Tahun 2022)
1.1.01.02.01.0001 Kas di Bendahara Penerimaan 198.865.000,-
4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat 198.865.000,-
Rekreasi dan Olahraga
(Jurnal Saat Bendahara Penerimaan
menerima Retribusi Tahun 2023)

Selanjutnya, sebagai bentuk kliring kas untuk menghindari pengendapan uang tunai di atas
jangka waktu aturan perundang-undangan (1x24 jam), Bendahara Penerimaan melakukan penyetoran
berkala menuju Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan menggunakan dokumen Surat Tanda
Setoran (STS). Penyetoran ini memicu pencatatan akun timbal-balik antar-entitas (inter-entity accounting)
dengan mendebet akun Rekonsiliasi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RK-PPKD) dan mengkredit

akun Kas di Bendahara Penerimaan dengan rincian ayat jurnal sebagai berikut:

Table 4.
Jurnal Penyetoran Retribusi ke Kasda
Kode Nama Debet Kredit
Rekening Rekening (Rp.) (Rp.)
3.1.03.01.01.0001 RK-PPKD 9.150.000,-
1.1.01.02.01.0001 Kas di Bendahara Penerimaan 9.150.000,-
(Jurnal Saat Bendahara Penerimaan
menyetor Retribusi ke Kasda Tahun
2021)
3.1.03.01.01.0001 RK-PPKD 171.274.000,-
1.1.01.02.01.0001 Kas di Bendahara Penerimaan 171.274.000,-
(Jurnal Saat Bendahara Penerimaan
menyetor Retribusi ke Kasda Tahun
2022)
3.1.03.01.01.0001 RK-PPKD 198.865.000,-
1.1.01.02.01.0001 Kas di Bendahara Penerimaan 198.865.000,-
(Jurnal Saat Bendahara Penerimaan
menyetor Retribusi ke Kasda Tahun
2023)
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Secara menyeluruh, pengolahan jurnal ganda ini membuktikan bahwa siklus pembukuan teknis
pada Disparbudpora Kabupaten Bengkalis telah terstruktur secara mekanis di dalam ekosistem
aplikasi SIPD nasional. Meskipun terdapat penundaan pemindahbukuan kas harian dari unit UPT
menuju dinas, integrasi saldo akhir pada akun LRA dan LO tetap tersajikan secara andal dan akurat
tanpa mengganggu opini wajar penilai eksternal.

4. KESIMPULAN

Simpulan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan pencatatan akuntansi atas
Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Bengkalis secara prosedural telah
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual. Instansi telah menerapkan siklus akuntansi yang terstruktur melalui
integrasi sistem aplikasi nasional, mulai dari pencatatan transaksi harian ke dalam jurnal penerimaan,
pemindahbukuan (posting) ke buku besar pendapatan, hingga tahap penyusunan draf laporan
keuangan entitas. Realisasi atas pendapatan retribusi rekreasi tersebut secara konsisten dilaporkan
pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta diungkapkan secara memadai pada Catatan atas
Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian laporan yang tidak terpisahkan.

Secara teoritis dan praktis, penelitian ini memberikan implikasi bahwa keandalan pelaporan
keuangan daerah sangat ditopang oleh adopsi teknologi informasi akuntansi yang disiplin, meskipun
objek pendapatan yang dikelola mengalami fluktuasi realisasi yang tajam. Kendati demikian,
penelitian ini memiliki keterbatasan formal dalam ruang lingkup analisisnya yang hanya berfokus
pada evaluasi kepatuhan administratif perlakuan akuntansi, tanpa menguji secara mendalam aspek
efisiensi biaya pemungutan fisik di lapangan atau dampak sosiologis dari tarif yang berlaku terhadap
kepuasan para wajib retribusi pelaku usaha. Selain itu, kajian ini terbatas pada analisis satu organisasi
perangkat daerah, sehingga generalisasi temuan untuk jenis retribusi jasa usaha lainnya di tingkat
kabupaten masih memerlukan observasi lebih lanjut.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, disarankan kepada Disparbudpora Kabupaten Bengkalis
untuk menata kembali penempatan sumber daya manusia dengan memprioritaskan aparatur yang
memiliki kompetensi spesifik di bidang akuntansi dan keuangan daerah guna mengatasi
keterlambatan penginputan jurnal pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan. Selain itu, dinas perlu
memperkuat koordinasi dan pengawasan internal bersama pihak UPT Pengelolaan Wisata Kecamatan
agar penyetoran sisa kas retribusi dapat dilakukan secara tepat waktu di hari yang sama demi
mematuhi asas hukum pengelolaan keuangan publik. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk
memperluas lokus penelitian pada beberapa OPD pengelola retribusi yang berbeda serta
mengintegrasikan metode kualitatif ini dengan analisis rasio efektivitas dan efisiensi kuantitatif guna
memberikan potret evaluasi kinerja keuangan yang lebih komprehensif.
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